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Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan 
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan 
Tahun 2002. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan 
Komite Nasional Daerah. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok 
Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan 
Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur.  

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa 
Tengah.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah 
Istimewa Yogyakarta. 

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1953 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan. 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah 
Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri, Dan 
Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1752). 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran 
Negara Nomor 131 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068 
Tahun 1960). 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3037). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3495). 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3839). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program 
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206). 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi 
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151). 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438). 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072). 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran 
Negam Republik Indonesia Nomor 5607). 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan 
Sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-
Daerah Swatantra Propinsi Di Jawa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang pelaksanaan Penyerahan 
Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-
Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil Di Jawa (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 81, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 337) 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan 
Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-
Daerah Swatantra Propinsi di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1952 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 338). 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Dari Sebagian 
Urusan Umum Pemerintah Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan 
Karet Rakyat Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1490). 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Di Lapangan 
Bimbingan Dan Perbaikan Sosial Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1532). 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan 
Perumahan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 10). 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kepada Daerah-
Daerah Kekuasaan, Tugas Dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan 
Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur Dan Pemberian Kerja Bagi 
Penganggur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1555). 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu 
Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1557). 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas 
Dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Pertanian Rakyat, Kehewananan 
Perikanan Darat Kepada Kotapraja Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 120).  

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 50 Tahun 1958 tentang Penyerhan Kekuasaan, 
Tugas Dan Kewajiban Mengenai Urusan Dalam Daerah Pembangunan Khusus 
Kotabaru Kebayoran Kepada Kotapraja Jakarta Raya (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1656). 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Nomor 9 Tahun 1987) 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan  
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang  Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MenKes/Per/I/2010 Tentang Registrasi 
Tenaga Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
dan Pembinann Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825). 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang 
Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi 
Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat. 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005  2025 
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D). 

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 2005-
2025. 

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 2012-
2016 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2011, Nomor 53). 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 
2012-2016. 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2011. 

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta. 

Website 

Amanda Briney Human Development Index , 
http://middleeast.about.com/od/h/g/human-development-index-definition.htm, 
diakses pada 1 Mei 2012. 

Anwar, Choirul, Studi Kasus Perkembangan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta , 
http://kebijakankesehatanindonesia.net/sites/default/files/images/Sesi_1_Studi
%20Kasus%20Dinkes%20Kota_0.pdf, diakses pada 30 November 2015. 

ASH, Ada Tren Penurunan Pembatalan Perda , 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d83f892322b/ada-tren-
penurunan-pembatalan-perda, diakses pada 10 Januari 2016. 

Atyanto, Kusmarita, Hukum Tentang Peraturan PerUndang-Undangan dan 
Peraturan Kebijakan ,  
http://www.endaesyudha.com/elibrary/upload/(0.759)%20Hukum%20tentang
%20Peraturan%20PerUndang-
Undangan%20dan%20Peraturan%20Kebijakan.pdf, diakses pada 15 Agustus 
2014. 

Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS), 
Review Penerbitan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Terkait 
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https://drive.google.com/file/d/0B_m10KsY6G-GVmJaYnU1MzlvMjQ/view, 
diakses pada 8 April 2016. 

-Ekonomi 
 

pada 26 Juli 2012. 

Bappeda Kota Jayapura Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 
http://bappeda.jayapurakota.go.id/wp-

content/uploads/2015/01/Download-RKPD-2015.pdf, diakses pada 10 Februari 
2016. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jayapura 
Periode Tahun 2012-2016 , http://bappeda.jayapurakota.go.id/wp-
content/uploads/2015/01/BAB-9-PENETAPAN-INDIKATOR-KINERJA-
DAERAH_.pdf, diakses pada 10 Februari 2016. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 
Jayapura Periode Tahun 2005-2025 , http://bappeda.jayapurakota.go.id/wp-
content/uploads/2015/01/BAB-4-ANALISIS-ISSU-ISSU-STRATEGIS1.pdf, 
diakses pada 10 Februari 2016. 

a 

http://old.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&p
athext=ContentExpress/&view=85/8dsentralsasi_final.pdf., diakses pada 30 
November 2013. 

Bonnal, Jean, A History of Decentralization. Sumber: 
http://www.ciesin.org/decentralization/English/General/history_fao.html. 

https://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/No-
54.PDF, diakses pada 7 April 2016. 

Menkeu tak lagi periksa Perda pajak daerah , 
http://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-tak-lagi-periksa-perda-pajak-
daerah, diakses pada 15 Februari 2016. 

Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, 2007, "From Government 
Decentralization to Decentralized Governance", 
http://www.brookings.edu/~/media/press/books/2007/decentralizinggovernanc
e/decentrali zinggovernance_chapter.pdf, diakses pada 17 Maret 2016. 
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http://www.depkes.go.id/downloads/publikasi/Profil%20Kesehatan%20Indone
sia%202004.pdf, diakses pada 26 Juli 2012. 

Departemen Pekerjaan Umum, Millenium Development Goals , 
http://spamjateng.com/index.php?par=info&pidinfo=41, diakses pada 1 Mei 
2012. 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah-Kementerian Dalam N
Pemda Agar Pemerintah Daerah Lebih Efektif , 
http://otda.kemendagri.go.id/index.php/edisi-1/126-revisi-uu-pemda-agar-
pemerintahan-daerah-lebih-efektif, diakses pada 10 Januari 2016. 

http://deskpapuabarat.blogspot.com/2009/03/papua-resmi-gratiskan-
pendidikan-dan.html, diakses pada 21 Agustus 2013. 

Garson, G. David, "Harvard Kenedy School of Public Policy: Social Capital 
Theory", http://www.hks.harvard.edu/saguaro/web%20docs/ 
GarsonSK06syllabus.htm, diakses pada 17 Maret 2016. 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/12/16/154600626/Indeks.Pemba
ngunan.Manusia.Indonesia.Stagnan, diakses pada 13 Maret 2016. 

http://www.kompasiana.com/kadirsaja/rilis-undp-peringkat-
pembangunan-manusia-indonesia-jalan-di-
tempat_54f69ad7a33311e6048b5123, diakses pada tanggal 13 Maret 2016. 

Daftar Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pembatalan Peraturan Daerah dan KDH 2002-2009 , 
http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2010/03/05/d/a/daftar_kepme
n_pembatalan_perda_data_2002-2009.pdf, diakses pada 10 januari 2016. 

Pembatalan Peraturan Daerah dan KDH 2002-2009 , Sumber: 
http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2010/03/05/d/a/daftar_kepme
n_pembatalan_perda_data_2002-2009.pdf., diakses pada 10 Januari 2016. 

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-
indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2014.pdf diakses pada 13 Maret 2016 
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http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-
indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2012.pdf, diakses pada 13 Maret 2016.  

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-
indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2013.pdf, diakses pada 13 Maret 2016. 

Kementerian Kesehatan RI, Ringkasan Eksekutif, Data dan Informasi Kesehatan 

http://www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/kunjungan-
kerja/old/diy.pdf, diakses pada 14 Maret 2016. 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 201
http://sekretariatmdgs.or.id/?p=1434, diakses pada 14 Maret 2016. 

Sebelas Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 211 Tahun 
http://www.kemitraan.or.id/index.php/main_ind/publication_detail/47/54/1042
, diakses pada 15 Agustus 2013.  

1.501 Perda Dibatalkan, 
Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah . Sumber: 
http://www.kppod.org/index.php/en/berita/berita-media/407-1-501-perda-
dibatalkan, diakses pada 10 Januari 2016. 

http://www.scribd.com/doc/140108034/Beleidsregel-Atau-Peraturan-
Kebijakan. 

-Anak Bisa 
http://tabloidjubi.com/2015/09/11/dinkes-kota-jayapura-

upayakan-angka-kematian-ibu-anak-bisa-berkurang/, diakses pada 28 Maret 
2016. 

OECD, "What is Social Capital", http://www.oecd.org/insights/ 37966934.pdf, 
diakses pada 12 Februari 2016.   

Prasodjo, Eko, Reorganisasi Internal Kementerian. Sumber: 
http://opiniindonesiaonline.wordpress.com/ 2009/11/18/reorganisasi-internal-
kementerian/. 

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Laporan Kajian Implementasi 
Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung , 
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http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/X6-Pen-KAJIAN-REVIEW-
PERDA-LAPORAN.pdf, diakses pada 10 Januari 2016. 

http://www.negarahukum.com/hukum/hakikat-peraturan-kebijakan.html, 
diakses pada 8 Februari 2014. 

Saltman, Richard B., Vaida Bankauskaite and Karsten Vrangbæk (Ed), 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/98275/E89891.pdf, 
diakses pada 10 Februari 2016. 

Soebroto, Arif Christiono Workshop: Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan 
dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala 
Bappenas , 
http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_berita/WORKSHOP%20Peraturan
%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf, diakses 
pada 6 Januari 2014. 

http://papuabarat.bps.go.id/website/fileMenu/Bahan-Sosialisasi-IPM-Metode-
Baru.pdf, pada tanggal 10 Februari 2016. 

-
http://daps.bps.go.id/File%20Pub/Publikasi%20IPM.pdf, diakses pada 9 
Februari 2016. 

Sumber:  http://www.kompasiana.com/wangfufen/kesewenangan-pemerintah-
daerah-terhadap-dokter_552a93b0f17e61d620d623ca, diakses pada 17 
Oktober 2014. 

Thoding
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